BAB1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang
Pemerinizh berupayva melestarikan perekonomian dan sistem kesehatan

di smi. Tentu -- noan  menekanka

| pusat setidaknya telah
Aturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan,

Dampak COVID-19 terhadap pengeluaran sangatlah besar. Penyelesaian
permasalahan Covid-19 diharapkan tidak membebani defisit Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), Oleh karena i, diperlukan rencana
vang dapat membantu mengendalikan perekonomian di masa pandemi. Berkat
desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah
daerah di Indonesia benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam penanganan
COVID-19. Selain itu. kesejahternan masyarakat akan terkena dampak gejolak

anggaran pada APBN tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana dinbah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tahun 2011, dan kemuodian dikukuhkan dakem Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, berarti Pemerintah Kabupaten (Pemkab)



refocusing. dan realokasi anggaran agar sesual, antara lain perubahan APBD

dapat dilakukan karena perkembangan tertentu tidak sejalan dengan asumsi
kebijakan umum anggaran (KLUA).

Dampak kumulatifnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kondisi
kevangan daerah. Hal ini menunjukkon adanya antisipasi penurunan asumsi
pendapatan daerah pada tahun 2021. Total pendapatan daerah yang semula
direncanakan sebesar Rpl.033.528.116.054.36 pada APBD Pokok tahun 2021



turum menjadi Rp%09,862.456.641,00 dalam Raperda Penyesuaian APBD ini,
atau turun sebesar Rpl23.665.659.413,36 atau 11,97 persen.(LKPD Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Pendapatan asli daersh (PAD) yang mengalami penurunan sebesar
Rp5.627.420.47600 atau  1021%

Anggaran  awal ko
RpS47.924.443.933.36 ;
persen menjadi Rp313.805.648.054,96. Komponen belanja lingsung mengalami
penurunan sebesar Rp62.321.856.056,00 atau 12,92 persen dari anggaran awal
sebesar  Rp482227.172.121.00 menjadi  Rp419.905.316.065,00.(LKPD

Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

B.795.878.40 atan 623



Secara umum, penyesuaian belanja—khususnya yang berkaitan dengan
belanja langsung—dilakukan terutama untuk menutup kelebiban vang vang
tersisa dari perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya melalui kegiatan
tindak lanjut atan peluncuran; penvesusian nilai kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) fisik dan nonfisik sesusi deagan pedoman teknis dan perubahan

kebijakan transfer: ke daerah fertentu; akomedasi pergeseran anggaran:

bersih sebesar Rp 23.84% 507 478,96, maka sisa surplus pembiaysan pada tahun
fiskal yang bersangkutan dimaksudkan untuk menjadi nol(LKPD Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Kebijaksanaan diperlukan bagi kita semua sehubungan dengan dinamika

seputar kaopasitas keuangan yang sangal terbatas ini yang disebabkan oleh



penurunan pendapatan serta strategi refocusing dan realokasi, terutama yang
berkaitan dengan respons terhadap permintaan yang sangat mendesak. perkiraan
jangka waktu penyelesaian, dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, periu
juga mempertimbangkan peraturan kepatuhan, khususnya yang terdapat dalsm
Permendagi 13 Tahun 2006 dan Instruksi-Menteri Dalam Negeri terbaru nomor

minimalisasi anggaran yang muncul di Pemerintah Provinsi pada masa pandemi.
Jika komponen APBD, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, tidak
segera ditindaklanjuti, maka akan timbul permasalahan. Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara telah melakukan perubahan APBD dan peningkatan kevangan



dan belanja APBD tahun 2020 dengan mengutamakan pelayanan kesehatan,
pengendalian dampak perekonomian, dan jaminan sosial (Jaring Pengaman
Sosial)..(Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, 2021)

Peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah

Kebijakan g Pemerintah  Daerah  Maluku
Tenggara Dulum Mengatasi Defisit Anggaran APBD Pasca Pandemi Covid



1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Pemerintah
Dacrah Maluku Tenggara Dalam Mengatsi Defisit Anggaran APBD Pasca

Pandemi Covid - 19 7
2. Bagaimana Dampak Kebijokan Refocusing Dan Realokasi Pemerintah Daerah
i Anggaran APBD Pasca Pandemi




|. Manfaat Teoritis
a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat
dipergunskan dalam penulisn karya imish di bidang Tl

b, Untuk lebih memahami teori-teori vang telah di pelajari selama kuliah
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